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Tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 
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Lampiran 3: Foto bersama narasumber Bapak Herman Bakir dan Ibu Mei 
Is Halib 
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Lampiran 4: Daftar Pertanyaan 

 

- Apakah narasumber sebagai pemberi gadai, penerima gadai atau 
informan? 

- Apakah tanah milik narasumber? 

- Objek (pohon atau tanaman) apa saja yang digadaikan? 

- Kepada siapa objek digadaikan? Apakah merupakan relasi/keluarga? 

- Apa alasan narasumber menggadaikan/menerima gadai tersebut? 

- Apakah perjanjiannya tertulis atau tidak? 

- Apakah kepala desa/camat mengetahui? 

- Berapa uang yang dipinjam/dipinjamkan? 

- Berapa lama melakukan perjanjian? 

- Dimana tempat dilakukannya perjanjian? 

- Berapa banyak pohon yang digadaikan? 

- Berapa total pohon yang dimiliki? Dan berapa luas tanah yang ditanami 
pohon tersebut? 

- Apakah menggunakan kwitansi?  

- Apakah ada saksi? Dan jika ada siapa saja? 

- Apakah pernah terjadi sengketa terkait gadai pohon? Dan bagaimana 
pelaksanaannya jika terjadi sengketa? 

- Hasil dari pohon diinikimati oleh siapa? Apakah ada perjanjian bagi 
hasil? 

- Berapa pendapatan dari hasil pohon yang dijual? 

- Bagaimana jika tanaman/pohon mati, atau terjadi force majeur? Apa 
yang selanjutnya dilakukaan? Apakah perjanjian tetap dilanjutkan? 

- Bagaimana jika salah satu pihak meninggal dunia? 

- Bagaimana jika terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajiban dan 
taanggung jawabnya? 

- Apakah selama perjanjian, pemilik tanah memiliki kesempatan untuk 
memanfaatkan tanahnya? 

- Faktor apa yang membuat narasumber melakukan praktik gadai 
tanaman ini? 


